
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 4 TAHUN 2015 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang : a. bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja u n t u k 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa a tau tidak dapat 

d iperk i rakan sebelumnya; 

b. bahwa da lam rangka tert ib admin is t ras i belanja tidak 

terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Gorontalo, pe r lu a t u n i n yang menjadi landasan a tau 

pedoman da lam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan 

baik, terkendal i dan terkoordinasi ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimsuna d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk 

Peraturan Wal ikota tentang Tata Cara Pemberian 

dan Pertanggungjawaban Belanja T idak Terduga 

T a h u n Anggaran 2015; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2003 

Nomor 47 , Tambahan Lembi i ran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te lah 

d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5657); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

i Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4576) 
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sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 T a h u n 2010 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambah i in Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahi in Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4578); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 T a h u n 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5219); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2012 tentang H ibah 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2012 

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4060); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentang 

Pengelolaan Barang M i l i k Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5533); 

14. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah t en ikh i r dengan 

Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 ; 

15. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 17 T a h u n 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang M i l i k Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2014 tenhing Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2014 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

TAHUN ANGGARAN 2015. 



BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo; 

2. Pemerintah Daerah adalah Wal ikota Gorontalo dan Perangkat Daerah 

sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintah Daerah; 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo; 

4. Bendahara U m u m Daerah yang selanjutnya dis ingkat BUD adalah Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah yang ber t indak da lam kapasitas sebagai 

Bendahara U m u m Daerah; 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Gorontalo; 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang d is ingkat PPKD adalah Pengguna 

Anggaran Belanja T idak Terduga; 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sekinjutnya disebut SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemer intah daerah selaku pengguna 

barang/pengguna anggaran; 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Bekmja Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n Anggaran 2014; 

9. Belanja T idak Terduga adalah merupakan, belanja u n t u k kegiatan yang 

sifatnya t i dak biasa a tau t idak d iharapkan berulang seperti 

pananggulangan bencana a lam dan bencana sosial yang t idak d iperk i rakan 

sebelumnya, t e rmasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

t a h u n - t a h u n sebelumnya yang telah d i t u t u p . 

Belanja t idak terduga m e n d a n a i : 

a. Penanggulangan bencana a lam; 

b. Penanggulangan bencana sosial; 

c. Da lam rangka pencegahan gangguan terhadap stabil i tas penyelenggaraan 

pemer intahan demi terciptanya keamanan, ke tentraman d i i n ketert iban 

masyarakat d i daerah; . 

BAB I I 

PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 2 



Pengembfdian atas kelebihan pener imaan daerah t a h u n - t a h u n sebelumnya 

yang telah d i t u t u p . 

Tata cara pemberian belanja t idak terduga sebagai b e r i k u t : 

a. SKPD yang melaksanakan fungsi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 

po int a, b dan point c, mengadakan permohonan dana dan rencana 

biaya kegiatan kepada Wal ikota Gorontalo u n t u k mendapatkan 

persetujuan; 

b. SKPD yang melaksanakan fungsi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 

po int d, yang mengelola penerimaan pendapatan asl i daerah 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pener imaan daerah 

t a h u n - t a h u n sebelumnya kepada Wal ikota Gorontalo u n t u k 

mendapatkan persetujuan. 

Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran akan menya lurkan dana 

belanja t idak terduga setelah ada persetujuan Wal ikota Goron talo. 

Penyaluran belanja dana t i dak terduga d i laksanakan ke rekening penerima 

a tau d ibayarkan t u n a i oleh Bendahara Pengeluaran. 

Penyerahan dana belanja t idak terduga di lengkapi dengan ber i ta acara 

yang d i tandatangani oleh yang mener ima a tau yang d iber i kuasa secara 

sah. 

BAB IV 

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJ A TIDAK TERDUGA 

Pasal 4 

Penerima belanja t idak terduga waj ib: 

a. Me la la ikan penatausahaan keuangan sesuai dengan ke tentuan yang 

berlaJcu; 

b. Membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan belanja t i dak 

terduga yang d i ter imanya sesuai dengan n i l a i dana yang d i te r ima 

beserta tanda b u k t i penggunaan; 

c. Membuat laporan penggunaan belanja t i dak terduga kepada Wal ikota 

Gorontalo pal ing lambat 1 (satu) bu l an setelah dana belanja t idak 

terduga di ter ima. 

BAB I I I 

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 3 



(2 ) Penerima dana belanja tidak terduga dapat d iaud i t oleh Audi tor 

Independen dan/atau Lembaga Pemeriksa Fungsional . 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Widikota i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Di te tapkan d i Gorontalo 
pada tanggal, 2 J » »uax i 2 0 1 5 

^ W A L I K O T A GORONTALOjt-

MARTEN A. TAHA 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal, 2 J a a u a r i / 2 0 1 5 

iTA GORONTALO, 

DR. H. DARWIS/SALIM, M . S C , M.Pd 
PEMBIN/OJTAMA MADYA 

NIP. 1 9 5 0 * 0 3 2 4 1 9 7 7 0 3 1 0 0 3 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2 0 1 5 NOMOR 4 


